
BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR ~O TAHUN 2007

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 239 ayat (1) Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yaitu Kepala

Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan berpedoman

pada Standar Akuntansi Pemerintahan;

b. bahwa Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud

pada huruf a, merupakan dasar pengakuan, pengukuran dan,
pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja,

dan pembiayaan serta laporan keuangan daerah;

c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf a

dan b di at3s perlu ditetapkan Peraturan Bupati Musi

Banyuasin tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah

Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggara 2007.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera

Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);



2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4848);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4389);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);



9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 108,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4548);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perirnbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lernbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Unsur Pemerintahan antara Pemerintah Daerah

Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomer 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan ~:euangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4026);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak

Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nemor 4138);
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4139);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata

Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4502);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keu,mgan Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomOr

4540);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4502);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang

8tandar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang

Santuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 NOmor 62, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
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21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4574);

22. Peraturan Pemerintah Nomor. 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomcir 4576);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah

Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4577);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomer 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4578);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4585);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang

Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4588);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
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29. Peraturan Pemerintah Nomer 6 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Barang Milik NegaralDaerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOmor

4612);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4614);

31. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun

2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik IndOnesia

Tahun 2002 Nomor 4212)

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005

tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2005;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri NomOr 12 Tahun 2005

tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan Dan Laporan

Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.07/2005

tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, Dan

Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan

NegaralDaerah dan Piutang NegaralDaerah

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006

tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri NOmor 16 Tahun 2006

tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006

tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
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Menetapkan

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;

40. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang

Dipisahkan;

41. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 3

Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah

Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten

Musi Banyuasin Tahun 2002 Nomor 11)

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MUSI

BANYUASIN

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin

3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupali Musi Banyuasin

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebul DPRD, adalah

Dewan Perwakilan Rakyal Daerah Kabupalen Musi Banyuasin

6. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sumalera Selalan

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah lembaga pada Pemerinlah Daerah

yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membanlu Kepala

Daerah dalam penyelenggaraan pemerinlahan yang lerdiri dari Sekrelarial

Daerah, Sekrelarial DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah,

Kecamalan dan Kelurahan/Desa:

8. Sekretaris Daerah adalah Sekrelaris Daerah Kabupalen Musi Banyuasin.
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9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang

termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan

hak dan kewajiban daerah tersebut

10.Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian,

pengiktisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterprestasian atas

hasilnya, serta penyajian laporan

11.Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-

prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan

keuangan pemerintah.

12.Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan

pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan

yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu

secara sistematis untuk satu periode.

13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan

disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan

dengan peraturan daerah.

14.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

15.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna

anggaran/pengguna barang.

16.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat

SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna

anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan

keuangan daerah.

17.0rganisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD,

kepala daerah/wakil kepala daerah dan satuan kerja perangkat daerah.

18.Pernegang Kekuasaan Urn urn Pengelolaan Keuangan Daerah adalah

Kepala Daerah yang karena jabatannya rnempunyai kewenangan

menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

19.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD

adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya
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disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

20. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD

yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

21. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan

anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang

dipimpinnya.

22. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan

barang milik daerah.

23. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD

adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

24. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk

melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

25. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-

SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada

SKPD.

26. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK

adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau

beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

27. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk

menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan

mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka

pelaksanaan APBD pada SKPD.

28. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk

menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan

mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam

rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

29. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD

adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dip imp in

oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta

melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD

yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat

lainnya sesuai dengan kebutuhan.
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30.Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa
program.

31.Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-

konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu

entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

32.Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat

digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

33. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang

ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan

daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

34. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang

daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh

penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran

daerah pada bank yang ditetapkan.

35. Rekening Kas Daerah adalah rekening tempat menyimpanan uang daerah

yang ditentukan oleh Bupati Musi Banyuasin untuk menampung seluruh

penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank

. yang ditetapkan.

36. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat Iikuid yang siap

dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang

signifikan.

37.Sisa lebih/kurang pembayaran anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih

lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBO selama

satu periode pelaporan.

38.Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan

secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit

organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah

dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

39. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan

peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

40.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat OPA-

SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan

yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna

anggaran.
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41. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjulnya

disingkal DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan

pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar

pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.

42.Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan selara kas pada

Bendahara Umum Daerah.

43. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

44. Pengeluaran Daerah adalah uang yang ke/uar dari kas daerah.

45. Pendapatan Daerah adalah hak pemerinlah daerah yang diakui sebagai

penambah nilai kekayaan bersih.

46. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai

pengurang nilai kekayaan bersih.

47. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih /ebih anlara pehdapalan daerah

dan belanja daerah.

48. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang anlara pendapalan daerah

dan belanja daerah.

49. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun

anggaran yang bersangkulan maupun pada lahun-lahun anggaran

berikutnya.

50. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjulnya disingkal SiLPA

adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran

selama salu periode anggaran.

51. Pinjaman Daerah ada/ah semua lransaksi yang mengakibalkan daerah

menerima sejum/ah uang alau menerima manfaal yang bernilai uang dari

pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

52. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada

pemerintah daerah dan/alau hak pemerinlah daerah yang dapal dinilai

dengan uang sebagai akibal perjanjian atau akibal lainnya berdasarkan

peraturan perundang-undangan alau akibat lainnya yang sah.

53. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerinlah daerah

dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapal dinilai dengan uang

berdasarkan peraluran perundang-undangan, perjanjian, alau berdasarkan

sebab lainnya yang sah.
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54. Perhitungan Pihak Ketiga selanjutnya disebut PFK merupakan utang

pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah

sebagai pemotong pajak atau pemungutan lainnya seperti Pajak

Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), luran Askes, Taspen,
dan Taperum.

55. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan

yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu
tahun anggaran.

56. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih

antara aset dan kewajiban pemerintah.

57. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/

pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntasi

dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas
pelaporan.

58. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau

lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa

laporan keuangan.

59.Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode

pelaporan.

60. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas

pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan

dan dana bagi hasil.

61. Uang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan

pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuari perundang-
undangan.

62.lnvestasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis

seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya

sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka

pelayanan kepada masyarakal.

63. Biaya investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh entitas

investor dalam perolehan suatu investasi misalnya komisi broker, jasa

bank, biaya legal dan pungutan lainnya dari pasar modal.

64. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan

kapasitas dan manfaat dari suatu asel.
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65. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan

yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan

barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam

rangka pelayanan kepada masyarakat.

66.AngC)aran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber

dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur

ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan

dalam setiap periode.

67.Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh

pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat

ekonomi dan/atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik

oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan

uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk

penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang

dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

68. Biaya Perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau

nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada

saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi

dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

69. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam

proses pembangunan.

70.Kontrak Konstruksi adalClh perikatan yang dilakukan seCara khusus untuk

konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu

sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi dan fungsi

atau tujuan atau penggunaan utama.

71. Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk

membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan

entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak

konstruksi.

72. Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum

pekerjaan dilakukan dalam rangka konrak konstruksi.

73. Termin adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam

suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh

pemberi kerja.

74. Klaim adalah jumlah yang diminta oleh kontraktor kepada pemeri kerja

sebagai pengganti biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.
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75. Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan

pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.

76. Retensi adalah jumlah termin yang belum dibayar hingga pemenuhan

kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tertentu.

77.Masa Manfaat adalah periode suatu aset diharapkan digunakan untuk

aktivitas pemerintah dan/atau pelayanan publik; atau jumlah produksi atau

unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintah

dan/atau pelayanan publik.

78.Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang

penyelesaiannya mengakibatkan allran keluar sumber daya ekonomi

pemerintah daerah.

79. Kemitraan adalah perjanjian dua pihak atau lebih yang mempunyai

komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama

dengan menggunakan asset dan atau hak usaha yang dimiliki.

80. Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang

merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan

sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

81.Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang pelaporan entitas.

82.Mata uang pelaporan adalah mata uang rupiah yang digunakan dalam

menyajikan laporan keuangan.

83. Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.

84.Materialitas adalah suatu kondisi yang tidak tersajikannya atau salah saji

suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna

yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada

hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari

keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.

85.Nilai historis adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang

dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu

untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehan.

86. Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai

yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.

87. Nilaipasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu

investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang indenpenden.

88. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak

yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
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89. Nilai Sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada masa

manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

90. Nilai Tercatat adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan

suatl asel selelah dikurangi akumulasi penyusutan.

91. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkal SPD adalah dokumen

yang menyalakan lersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai

dasar penerbilan SPP.

92.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkal SPP adalah

dokumen yang diterbilkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas

pelaksanaan kegialan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan
permintaan pembayaran.

93.Surat Perintah Membayar yang selanjulnya disingkat SPIv! adalah

dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa

pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-
SKPD.

94.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkal SP2D adalah

dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan

oleh BUD berdasarkan SPM.

95. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli alau diperoleh alas

beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

96. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang

yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan rnelawan hukum

baik sengaja maupun lalai.

97.Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang

ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode
akuntasi.

98.Aktivitas investasi aset nonkeuangan adalah aktivitas penerimaan dan

pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap

dan aset nonkeuangan.

99.Aktivitas pembiayaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar

kembali dan/alau pengeluaran kas yang akan dilerima kembali yang

mengakibalkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka

panjang, piutang jangka panjang dan utang pemerintah sehubungan

dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran.
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100. Aktivitas nonanggaran adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran

kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan

pembiayaan pemerintah.

101. Badan Usaha Millik Negara yang selanjutnya di singkat BUMN adalah

badan usaha yang sebagian atau seluruh sahamnya dikuasai oleh

Pemerintah Negara.

102. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya di singkat BUMD adalah

badan usaha yang sebagian atau seluruh sahamnya dikuasai oleh

Pemerintah Daerah.

103. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah

SKPD/unit kerja pada. SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang

dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa

penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan

mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada

prinsip efisiensi dan produktivitas.

BAB II

KEBIJAKAN AKUNTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Pasal2

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin secara terinci tercantum

dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB III

PENUTUP

Pasal3

Lampiran sebagaimana disebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
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Pasal4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2008. (
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
.'

Ditetapkan di Sekayu

pada tanggal .71- DNe,nvlr -"00-7

fvBUPATI MUSI BANYUASIN tw.

Wltk
EX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu

pada tanggal d-1- D:)1l'",L~,.cU:I

fE RETARISDAERAHIv

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2007 NOMOR 174 .
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